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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 217/Pdt.P/2021/PA.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Palu  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama  yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Palu

Barat  dengan Hakim Tunggal  telah  menjatuhkan  penetapan  sebagai  berikut

dalam perkara Itsbat Nikah Terpadu yang diajukan oleh :

Moh. Mahsyar bin Tamin Lanonci, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan

R.E.Martadinata  RT/RW.  002/002  Kelurahan  Tondo,

Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai Pemohon I;

Hardayani binti Podang, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus

rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan

R.E.  Martadinata  RT/RW.  002/002  Kelurahan  Tondo,

Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  para  Pemohon  dengan  surat  permohonannya

tertanggal  08  November  2021 yang didaftarkan di  Kepaniteraan Pengadilan

Agama  Palu  pada  tanggal  tersebut  dengan  register  perkara  Nomor

217/Pdt.P/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa  pada  tanggal  14  April  2019,  Pemohon  I  dan  Pemohon  II

melangsungkan  pernikahan  menurut  agama  Islam  di  Kecamatan

Mantikulore, Kota Palu; 

2. Bahwa  pada  saat  pernikahan  tersebut  yang  menikahkan  adalah  Imam

Masjid  bernama  Tahir  dan  yang  menjadi  wali  nikah  adalah  Saudara

Kandung  Pemohon II bernama Ilham, saksi nikah masing-masing bernama

Lanonci  dan  Ifardik,  dengan  mas  kawin/mahar  berupa  uang  sejumlah
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp110.000,00  (seratus  sepuluh  ribu  rupiah)  dan  seperangkat  alat  sholat

dibayar tunai; 

3. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon

II berstatus perawan;  

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan

tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk

melangsungkan pernikahan, dan sesuai menurut ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup

rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang

anak, bernama Nur Syarani;

6. Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  tidak  ada  pihak  ketiga  yang

mengganggu gugat pernikahan  Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan

selama itu pula tetap beragama Islam;

7. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II  melangsungkan pernikahan tidak

terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya Pemohon I dan Pemohon

II  sangat  membutuhkan  Penetapan  Itsbat  Nikah  dari  Pengadilan  Agama

Palu  untuk  mendapatkan  Kutipan  Akta  Nikah  dan  pengurusan  dokumen

lainnya;

8. Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  bersedia  membayar  biaya  perkara

sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

      Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon

agar  Ketua  Pengadilan  Agama  Palu  berkenan  memeriksa  dan  mengadili

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Moh. Mahsyar bin Tamin

Lanonci) dan Pemohon II (Hardayani binti Podang), yang dilangsungkan

pada tanggal 14 April 2019 di Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair:

Apabila  Pengadilan  Agama  Palu  berpendapat  lain  mohon  penetapan  yang

seadil-adilnya;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan

pengumuman Pengadilan Agama Palu mulai tanggal 09 Nopember 2021 untuk

masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun

sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke

Pengadilan  Agama  Palu  sehubungan  dengan  permohonan  Itsbat  Nikah

tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak hadir

dalam persidangan dan tidak  mengirimkan surat  atau  kuasa yang resmi  ke

persidangan sehingga para Pemohon dinyatakan tidak hadir;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  penetapan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  para  Pemohon

adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  disidangkan  dengan  Hakim  Tunggal,

sesuai  ketentuan  SEMA Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan

dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu dan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Pelayanan  Terpadu  Sidang  Keliling  Pengadilan  Negeri  dan  Pengadilan

Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku

Nikah, dan Akta Kelahiran;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak hadir

dalam persidangan dan tidak  mengirimkan surat  atau  kuasa yang resmi  ke

persidangan  sehingga  para  Pemohon  dinyatakan  tidak  hadir  dan

ketidakhadirannya Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu

halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan

gugur sesuai ketentuan Pasal 148 RBg;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;
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Memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N 

1. Menyatakan perkara Nomor 217/Pdt.P/2021/PA.Pal gugur;

2. Membebankan  Para  Pemohon  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp

125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada  Jumat tanggal 26 Nopember

2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Hj.

Muwafiqoh, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal  pada Pengadilan Agama Palu,

penetapan  mana diucapkan pada  hari  itu  juga  dalam sidang  terbuka  untuk

umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Sukaenah, S.Ag, M.H.

sebagai Panitera Pengganti, dengan  tanpa didihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti, 

ttd.

Sukaenah, S.Ag, M.H.

Hakim Tunggal,

ttd.

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 75.000,00

-  Panggilan : Rp 0,00

-  PNBP : Rp ,00

-  Sumpah : Rp ,00

-  Penerjemah : Rp ,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp              10.000,00  

J u m l a h : Rp 125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Palu
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Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.
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